
GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 14 TAHUN 2OI4

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 1 TAHUN
2OO7 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMEzuNTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang a. bahwa berpedoman pada Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengaturan

pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya untuk peningkatan Kesejahteraan Umum

Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu

disesuaikan dengan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan

Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu

Mengingat:

ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2OO7

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai

Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tettang Pembentukan

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2828);
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2. Undang-Undang Nomor

3.

4.

5.

6.

2A Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 385I);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, ^farnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04

Nomor 126, Talnbahan L€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia 2O11 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

8.



10.

11.

12.

14.

15.
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O05 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 45O3);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan L,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O11Nomor310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2O14

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 20O7

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007

Nomor 6);

Peraturan Guberntrr Bengln u Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu @erita Daerah Provinsi

Benglolu Tahun 2007 Nomor 7);

13.

16.



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TEI{TANG PERUBAHAN ATAS

PERATUMN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2OO7

TENTANG PEMBERIAN TAMBAI{AN PENGHASILAN KEPADA

PEGAWAI NEGERI SIHL DI UNGKUNGAN PEMERIT\NAH

PROVINSI BENGKULU.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu

Nomor 1 Tahun 2OO7 lentang Pemberian Tambahan

Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Benglulu

Tahun 2OO7 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal t huruf f diubah, sehingga Pasal I huruf f
berbunyi sebagai berikut :

Pasal I
f. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan

yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja, tempat

bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi

kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal baru

yakni Pasal Tayang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka

peningkatan kesejahteraan umum pegawai seperti

pemberian uang makan dan uang kesejahteraan lainnya,

dengan kriteria sebagai berikut :

a. Untuk pemberian uang makan dengan kriteria :

l.Berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Provinsi Bengkulu, aktif dan

melal<sanakan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi

Bengkulu;

2. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Provinsi Bengkulu yang melaksanakan tugas

sesuai dengan jadwal ke4'a dan ketentuan peratuan

yang berlaku;
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3. Daftar Penerima uang makan diusulkan oleh Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Untuk pemberian uang kesejahteraan lainnya dengan

kriteria :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Provinsi Bengkulu, aktif dan

melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi

Bengkulu;

2.Tambahan penghasilan diberikan pada saat-saat tertentu

berdasarkan tingkatan golongan kepangkatan Pegawai

Negeri Sipil;

3.Bagi Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan uang

kesejahteraan yang disetarakan dengan Golongan II;

4.Daftar penerima uang kesejahteraan diusulkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahl<an

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Juni 2O14

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Juni 2013

PIt. SEKREIARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA "ff[,""""*,

M. IKHWAN. SH..MH
Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1011


